4.1

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pelaksanaan PKPA sarana distribusi

antara lain :

1.

Pelaksanaan PKPA di sarana distribusi berperan dalam
meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Program
Studi Profesi Apoteker terkait peran, tanggung jawab, serta fungsi
apoteker dalam kegiatan pendistribusian sediaan farmasi, alat
kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Kegiatan PKPA di sarana distribusi memberikan pengalaman dan
perbekalan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi,
keterampilan, dan pemahaman praktis dalam melaksanakan tugas
kefarmasian sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

PKPA di sarana distribusi juga memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mempelajari berbagai strategi serta kegiatan
kefarmasian yang berhubungan dengan penerapan praktik
distribusi obat dan produk kesehatan secara profesional.
Pelaksanaan PKPA di sarana distribusi juga berperan dalam
mempersiapkan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker
agar mampu beradaptasi dan berkontribusi secara kompeten di
dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

Kegiatan PKPA di sarana distribusi memberikan gambaran nyata
mengenai tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaan  praktik kefarmasian di  bidang  distribusi.
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4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam program PKPA di Sarana
Distribusi ini adalah perlu diadakan suatu kunjungan ke PBF sebelum
pelaksanaan diskusi kasus dengan tujuan agar mahasiswa lebih mudah
dalam membayangkan kasus yang diberikan yang mana dikaitkan dengan
realita di lapangan dan mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatan
PKPA perlu mempersiapkan diri dengan baik. Mahasiswa membekali diri
dengan keilmuan yang mumpuni, serta harus berperan aktif dalam menggali
pembelajaran di Sarana Distribusi.

Untuk pelaksanaan PKPA distribusi yang dilakukan secara online,
disarankan agar kegiatan tetap dirancang secara interaktif, misalnya melalui

virtual tour ke PBF atau pemutaran video dokumentasi kegiatan distribusi.
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